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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
pembatalan Raisa Live In Concert di Stadion Utama Gelora Bung Karno

2020 pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB):

1. Pembatalan perjanjian jasa konser masuk ke dalam kategori force
majeure. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur terjadinya force
majeure, dikarenakan pada pembatalan konser tersebut adanya risiko
yang ditanggung oleh penyedia jasa akibat pandemi covid-19 yang terus
meningkat pada tahun 2020 sehingga konser tersebut batal
diselenggarakan.

2. Para pihak masing-masing mendapatkan akibat hukum dari peristiwa
tersebut. Bagi pihak pemberi jasa konser Raisa memiliki kewajiban
untuk membuktikan bahwa tidak terselenggaranya konser tersebut
bukan termasuk perbuatan yang disebabkan dari pihak penyelenggara
melainkan anjuran dari pemerintah dan juga harus mengembalikan dana
milik pihak konsumen/pembeli. Pihak pemberi jasa konser melakukan
pengembalian dana kepada penerima jasa konser Raisa tersebut karena
adanya risiko yang ditanggung oleh penyedia jasa, tidak dapat
terlaksana konser namun ada tanggung jawab lain yaitu pengembalian

dana milik penerima jasa. Bagi pihak penerima jasa walaupun hak
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untuk dapat menyaksikan konser tidak terjadi atau mengalami
pembatalan, namun pihak pembeli memiliki hak untuk mendapatkan
kembali dana yang sudah digunakan untuk membeli tiket konser
tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku bisnis/penyedia jasa, dapat melakukan pembuatan
perjanjian yang menegosiasikan lebih teliti untuk kejadian yang tidak
terduga seperti pandemi covid-19 ini agar tidak mengalami kerugian
yang besar. Karena sudah belajar dari peristiwa ini agar menyiapkan
ruang gerak yang lebih fleksibel terhadap kemungkinan-kemungkinan
yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian.

2. Bagi para penerima jasa, dapat dijadikan pembelajaran untuk
mengetahui akibat hukum (adanya hak dan kewajiban) dari pembatalan
konser musik pada kejadian-kejadian di luar kendali pihak

penyelenggara agar tidak terjadi kesalahpahaman.
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